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TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENOAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAT{YANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : l.

2.

bahwa dengan ditet^pkannya Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 4 Tahun 2O2O tentxry perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara, maka peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Mon Pase Kabupaten Aceh Utara sudah tidak sesuai lagi
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
diganti;

bahwa dalam rangka meningkatlan Kinerja perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta h'se Kabupaten Aceh Utara
dan pelayanan kepada masyarakat serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 13 dan Pasal 47 eanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Ke{a perusahaan Umum Daerah
4ir-Mi**s Tirta Pase l(abupaten Aceh Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta pase Kabupaten
Aceh Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor Z Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92);
Undang-Undang Nomor I I Tahun 2OO6 tentang pemerintahan
Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2O1S tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 345, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5gO2);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Fengelolaan Investasi pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 754);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201g tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan pengawas
atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 7OO);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11g Tahun 20lg
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 155);

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta pase Kabupaten
Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun
2020 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Aceh
Utara Nomor 239);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG susuNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PDRUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PASE KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
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3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten
Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Perumda Tirta Pase
adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang
pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan
dan tidak terbagi atas saham Kabupaten Aceh Utara.

4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda
Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat
KPM adalah organ Perumda Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara
yang memegang kekuasaan terlinggi dalam Perumda Tirta pase
Kabupaten Aceh Utara dan memegang segala kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Utara selaku pemilik
keseluruhan modal Perumda Tirta Pase dan tidak terbagi atas
saham.

6. Pelaksana Kewenangan adalah pemegang kuasa yang ditunjuk
oleh KPM

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Pase yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Perumda Tirta Pase.

8. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Pase yalg bertanggung
jawab atas pengumsan Perumda Tirta Pase untuk kepentingan
dan tujuan Perumda Tirta Pase serta mewakili Perumda Tirta
Pase baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anqgaran dasar.

9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta pase.

lO. Kantor Cabang dan Unit Pelayanan adalah Kantor Cabang dan
Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Pase.

ll.Tenaga Ahli yaitu orang yang bekeda/mengerjakan sesuatu
karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait
bidang pekery'aan yang digelutinya dan sesuai dengan
pekerjaan yang digelutinya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Perumda Tirta Pase berkedudukan sebagai BUMD yang
melakukan usaha di bidang penyediaan air bersih/air minum
atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan
manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan
mendapatkan laba/ keuntungan.

(2) Perumda Tirta Pase sebageis1611s dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada KPM.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Perumda Tirta Pase mempunyai tugas melakeanakan pelayanan
penyediaan air bersih dan air minum lagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian
daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Perumda Tirta Pase mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau

penggunEran air bersih;
b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang

penyediaan air bersih dan air minum rnasyarakat;
c, menyusun dan merumuskan kebijakan rencELna program dan

kegiatan penyediaan air bersih dan air minum;
d. pembangun:rn serta pengembangan jaringan instalasi air

minum;
e. menyelenggarakan pemasangari jaringan air minum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air

minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
g. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
h. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat

dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
dan

i. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap asset Perumda
Tirta Pase.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Perumda Tirta Pase terdiri dari :

A. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagran Kesatu
KPM

Pasal 6

(1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal
Perumda Tirta Pase mempunyai kewenangan mengambil
keputusan.
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(2) l(PM memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

(3) Kewenangan mengambil keputusan 5qlagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat
Kabupaten.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain :

a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak
perusahaan danlatau penyertaan modal;

e. penyertaan modal kabupaten yang bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas dan
Direksi;

g. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan,

dan pembubaran Perumda Tirta Pase; dan
k. jaminan asset bedumlah lebih dari 50plo (lima puluh persen)

dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tirta Pase dalam I
(satu) transaksi atau lebih.

Bogl"n Kedua
Dewan Pengawae

Pasal 7

(l) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada KpM.

(2) Dewan Penga.was bertugas:
a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pcmbinaan

terhadap Perumda Tirta Pase;
b. memberi pertimbangan dan saran kepada KpM baik diminta

atau tidak diminta guna pengembangan Perumda Tirta pase;
dan

c. memeriksa, menyetujui dan menyampaikan Rencana
Strategis serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan
Perumda Tirta Pase yang dibuat Oleh Direksi kepada KpM
untuk mendapatkan pengesahan,

(3) Dewan Pengawas berwenang:
a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola perumda Tirta pase;

b. menilai laporan yang disampaikan Oleh Direksi untuk
mendapatkan pengesahan KPM;

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan
pengembangan Perumda Tirta Pase; dan

d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
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Pasal 8
(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat

dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan
Ketua Dewan Pengawas.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 memperhatikan elisiensi
pembiayaan Perumda Tirta Pase.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 9

(1) Direksi terdiri atas:
a. Direktur Utama;
b. Direktur Umum; dan
c. Direktur Teknik.

(2) Direktur Utama membawahi:
a. Direlrtur Umum;
b. Direktur Teknik;
c. Satuan Pengawas Intern; dan
d. Cabang.

(3) Direktur Umum membawahi:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Keuangan; dan
c. Bagian Hubungan Langganan.

(4) Direktur Teknik membawahi:
a. Bagian Produksi;
b. Bagian Transmisi dan Distribusi; dan
c. Bagian Perencanaan Tekrik.

(5) Bagian Umum membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Sekretariat;
b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia; dan
c. Sub Bagian togistik.

(6) Bagian Keuangan membawahi :

a. Sub Bagran Akuntansi dan Anggaran;
b. Sub Bagian Kas; dan
c. Sub Bngran Aset.

(7) Bagian Hubungan Langganan membawahi:
a. Sub Bagian Pelayanan Langganan;
b. Sub Bagian Rekening Air; dan
c. Sub Bagian Pembaca Meter.

(8) Bagian Produksi ruembawahi:
a. Sub Bagian lnstalasi Pengolahan Air Witayah I;
b. Sub Bagian Instalasi Pengolahan Air Wilayah II;
c. Sub B"gtran Instalasi Pengolahan Air Wilayah III;
d. Sub Bagian Iostalasi Pengolahan Air Wilayah IV; dan
e. Sub Bagiao Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air
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(9) Bagian Transmisi dan Distribusi membawahi:
a. Sub B"g:an Jaringan Distribusi Utama; dan
b. Sub Bagian Pengendolian Kehilangan Air.

(10) Bagian Perencanaan Teknik membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan Teknik; dan
b. Sub Bagian Pengawasan Teknik.

(11) Satuan Pengawasan Intem membawahi:
a. Pemeriksa Bidang Umum dan Keuangan; dan
b. Pemeriksa Bidang Teknik.

(12) Cabang membawahi Unit Pelayanan.
(13) Bagan struktur organisasi Perumda Tirta pase tercantum

datam tampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati Aceh Utara ini.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1) Direksi sebagaimana dimal<sud dalam pasal 9 ayat (1)
mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta
Paee;

b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta pase;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang

disahkan oleh KPM melalui usul,an Dewan pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Tahunan

Perumda Tirta Pase yang merupakan penjabaran tahunan
dari Rencana Strategis Bisnis kepada KPM melalui Dewan
Pengawas;

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan
Perumda Tirta Pase;

h. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi
dan penga.wasan seluruh kegiatan operasional;

i. membina, menyusun dan menetapkan peraturan
kepegawaian;

j, mengurus dan mengelola kekayaan;
k. menyeleng,garakan administrasi umum, administrasi

teknik dan keuangan;
l. menyusun rencErna jangka panjang (rencana strategis/

business plan/ arporate plad yang disahkan oleh KpM
melalui usul Dewan Pengawas; dan

m. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
(2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) berwenang :

a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan
peraturan kepe gawaian ;

b+



-8-

b. mengangkat untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
c. mewakili di dalam dan di luar pengadilan;
d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum

mewakili Perumda Tirta Pase;
e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset perumda Tirta

Pase berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan
Dewan Pengawas; dan

g. melakukan pinjaman, mengikatlan diri dalam peianjian,
dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan
persetujuan KPM atas pertimbangan dewan pengawas
dengan menjaminkan aset.

Bagran Kesatu
Direktur Utama

Pasal l1
(1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasat 9 ayat (l)

huruf a mempunyai tugas :

a. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan
bertanggung jawab dalam menJrusun perrencanaan kegiatan
Perumda Tirta Pase dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis
5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perusahaan dan rencana kegiatan lainnya;

b. melakukan koordinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan Perumda Tirta Pase;

c. mewakili Perusahaan baik di dalam dan diluar pengadilan;
d. merumuskan strategi perusahaan dan menjalankan

kebijakan yang ditetapkan oleh KPM dalam pelaksanaan
operasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang belaku;

e. memajukan, meningkatkan dan mempertahankan kine{a
perusahaan;

f. merumuskan dan menetapkan peraturan kepegawaian serta
membina karyawan Perumda Tirta Pase;

g. mengurus, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab
dalam mengelola kekayaan Perumda Tirta pase sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan
laporan keuangan Perumda Tirta Pase bersama Direktur
Umum dan Direktur Teknik;

i. menJrusun dan melaksanakan standar operasional prosedur
dalam lingkungan Perumda Tirta Pase;

j. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta pase;

k. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
dan

I. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KPM.
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(2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta

Pase sesuai dengan ketentuart peraturan kepegawaian
Perumda Tirta Pase;

b. menetapkan Stru}<tur Organisasi dan Tata Keria Perumda
Tirta Pase yang telah mendapat persetujuan dari KPM atas
pertimbangan Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan, melal<ukan
mutasi serta memberhentikan jabata.n di bawah direksi ;

d. bertindak mewakili Perumda Tirta Pase di dalam dan di luar
pengadilan;

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
mewakili Perumda Tirta Pase;

f. memberikan sanksi kepada pegawai sesuai dengan
ketentuan Peraturao Direksi Perumda Tirta Pase;

g. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung terhadap
administrasi umum dan keuangan;

h. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetu-juan
KPM; dan

i. menugaskan direksi/karyawan lain sebagai mewakili
pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua
Direktur Umum

Pasal 12

( I ) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1)

huruf b bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(2) Dircktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membuat perencanaan, strategi, dan pengembangan dalam

bidang adminietrasi, keuangan, kepegawaian, aset, sistim
informasi, pelayanan pelanggan, dan pengadaan barang dan
jasa;

b. menyelenggarakan keuangan Perumda Tirta Pase dalam
bentuk pendapatan, dan pengendalian biaya krumda Tirta
Pase sehingga tercapainya kinerja keuangan Perumda Tirta
Pase yang efektif dan efisien;

c. menyelenggarakan penerimaan dan melakukan pembinaan
pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja Perumda ?irta
Pase;

d. menyelenggarakan rumah tangga Perumda Tirta Pase,
pengadaan dan pengelolaan seluruh aset Perumda Tirta
Pase;

e. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan
masyarakat, khususnya terkait dengan pelaya_nan
administrasi dan keuangan;
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f. menyelenggarakan dan mengembangkan sistim informasi
Perumda Tirta Pase;

g. menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung
tugas dan fungsi Perumda Tirta Pase,

h. mengawasi dan melakukan pembinaan pelaksanaan tugas
unit kerja bawahan;

i. melaksanakan koordinasi dengan direksi lainnya;
j. senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi terutama dalam lingkup tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama

Perumda Tirta Pase.

(3) Direktur Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berwenang:
a. membuat keputusan dalam bidang Administrasi Umum,

Keuangan dan Hubungan Langganan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. mengambil langkah,langkah pembinaan karyawan pada
unit kerja bawah^annya;

c. bersama-sama dengan Direktur Utama dan/atau anggota
Direksi lainnya yang ditunjuk Direktur Utama
menandatangani Surat dan dokumen untuk kepentingan
perusahaan;

d. mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkup
tugasnya yang menjadi wewenang Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama berhalangan.

e. menandatangani surat-menyurat internal/eksternal di
lingkup tugas sebagai Direktur Umum;

f. memberikan pertimbangan kepada Direlctur Utama dalam
hal penempatan, pengangkatan dan pemberhentian
karyawan di dalam lingkup tugasnya; dan

g. menandatangi eurat keluar Perumda Tirta pase setelah
mendapat pelimpahan dari Direktur Utama.

Bagian Ketiga
Bagran Umum

Paeal 13

(U Bagian Umum sebagairaana dimaksud dalarn pasal 9 ayat (3)
huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Umum sslqgairrnra dimaksud pada ayat (l)
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas usulan
Direktur Umum.

Pasal 14

(l) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
bertanggung jawab kepada Direktur Umum.

(2! Kepala Bagian Umum eebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. merencanakan dan menyusun program kerja yang meliputi

bidang kesekretariat, administrasi umum, sumber daya
manusia, dan logistik di lingkungan perusahaan;
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b. melaksanakan program kerja yang meliputi bidang
kesekretariat dan administrasi umum, sumber daya
manusia, dan logistik di lingkungan perusahaan;

c. mengkoordinir kegiatan bidang kesekretariat dan
administrasi umum, sumber daya manusia, dan logistik di
lingkungan perusahaan ;

d. melaksanakan prosedur administrasi surat menyurat
perusahaan;

e, mengelola dan mengendalikan serta bertanggung jawab
terhadap pengarsipan surat-surat dan dokumen
perusahaan;

f. mencatat, menyimpan, mengamankan dan memelihara
dokumen perusahaan;

g. mengkomunikasikan kebijakan Perumda Tirta pase kepada
pihak internal dan eksternal;

h. mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda kegiatan
Direksi;

i. mengatur penggunaan dan pemeliharaan sarana, ruangan
ke{a di lingkungan Perumda Tirta pase;

j. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai
peraturErn yang ditetapkan;

k. mengevaluasi kegiatan operasional umum,
kerumahtanggaan, sumber daya manusia dan Sekretariat
Perumda Tirta Pase;

1. menyrrsun dan menyampaikan laporan bulanan;
m. melakukan pembinaan pegawai di jajarannya;
n. merencanakan dan melaksanakan program rekruitment,

pendidikan dan latihan, kesejahteraan
Kesehatan dan KeseLamatan Keqia (K3);

o. melaksanakan semua tugas perusahaan dan tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Direktur Umum; dan

p. melakukan koordinasi dengan bagian lain yang
berhubungan dengan tugasnya.

(3) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas
sebageimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
a. memberi izin atas penggunaan dan penempatan barang-

barang inventaris perusahaan ;

b. melaksanakan dan menetapkan pelaksana, pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;

c. menetapkan kenaikan pangkat/ golongan, Saji sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

d. menolak dan memberikan data-data karyawan yang
diminta pihak Lain setelah mendapat persetujuan Dtektur
Umum;

e. menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
dan latihan; dan

f. membimbing, mengatur dan memberdayakan pegawai
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
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Pasal 15

(1) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (l) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
a. Sub Bagian Umum dan Sekretariat;
b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia; dan
c. Sub BaEIan logistik.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(3) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas usulan Kepala
Bagran.

(4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertanggung jawab kepada Direksi melalui Kepala Bagian.

Paragraf I
Sub Bagian Umum dan Sekretariat

Pasal 16
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hurufa bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Umum.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kefa, petunjuk teknis atau

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, arsip,
kegiatan rumah tangga, mengadakan koordinasi dengan
seluruh unit ke{a Perumda Tirta pase dalam bidang tugas
kesekretariatan;

b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan,
pedalanan dinas dan urusan rumah tangga perusahaan
termasuk fasilitas kendarasn dinas untuk operasional;

c. mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan, penataan sistem, metode dan prosedur
kerja serta menyiapkan naskah dinas, peraturan,
keputusan dan inotruksi;

d. merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan kegiatan
rapat, upacara, protokoler, kehumasan, dan publikasi;

e. mengurus dan mengendalikan operasional mobil tangkr;
f. melaksanakan pembayaran rekening listrik, telepon, telex,

faximile, handphone, pajak bumi dan bangunan, izin
komunikasi radio dan pembayaran lain-lain;

g. menghimpun laporan tahunan setiap bagian menjadi
laporan tahunan perusahaan;

h. melaksanalan dan pemantauan dokumentasi pemberitaan
dan peristiwa yang berhubungan dengan perusahaan;

i. melakukan pembangunan, perawatan dan pemeliharaan
gedung, sar€ina dan prasarana perkantoran;

j. mengadakan koordinasi dengan seluruh unit keg'a
Perumda Tirta Pase dalam bidang tugas kerumahtanggaan;
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k. melakukan pembinaan dan memonitor hasil kerja staf;
1. membuat iaporan hasil kegiatan secara berkala kepada

kepala bagian; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagran Umum.
(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat dalam

melaksanakan tugas sebogaimana dimaksud pada ayat (2)
berwenang membimbing, mengatur dan memberdayakan
karyawan untuk kepentingan pelaksanaan tuga.snya.

Paragraf 2
Sub B'San Sumber Daya Manusia

Pasal 17

(1) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) hurufb bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Umum.

(2) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meLaksanakan administrasi kepegawaian dan

merencanakan prograrn pengembangan Sumber Daya
Manusia;

b. mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepegawaian;

c. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan
kesejahteraan yang meliputi pernbuatan daftar
gaji, tunjangan-tunjangan, cuti, lembur, pakaian dinas,
jasa produksi, asuransi, pensiun serta kesejahteraan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan administrasi kepegawaian yang
menyangkut proses penerimaan, pengangkatan,
penempatan, kenaikan pangkat/ golonga-n, kenaikan gaji
berkala, cuti, absensi, penyusunan nominatif daftar
pega.wai serta monitoring penilaian kinerja pegawai;

e. mengevaluasi dan menglrimpun peraturan perundang-
undanga.n kepegawaian;

f. menyelenggarakan pengurusan, monitoring dan evaluasi
pe{anjian kedasama yang berhubungan layanan
Kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan layanan sosial
tenaga kerja serta kerjasama dengan unit terkait;

g. menyelenggarakan pengurusan administrasi promosi,
rotasi, demosi, penempatan dan pengangkatan pegawai;

h. menyelen pengoperasian Sistem Informasi
Kepegawaian;

i. melaksanakan pembinaan karier peCawai dan
kesejahteraan pegawai;

j. menyusun pengembangan karier pegawai secara
begenjang;
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